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GUBERNUR MALUKU 

 
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN GUBERNUR MALUKU 

NOMOR :  41 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU  

NOMOR  01 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN 

DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  

UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR MALUKU, 

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 

130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang 

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 

Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian Nomor 19/Kpts/ 

SR.340/B.1/08/2015 tentang Relokasi 

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) 
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Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 

maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 

01 Tahun 2015 perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku 

Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 

Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 

Tahun Anggaran 2015,  perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1617); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman  

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3478);  

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 

tentang Perkebunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4411); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5073); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5015);  

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Hortikultura (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5170); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5462) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5547); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah bebarapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 

tentang Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 

tentang Pupuk Budidaya Tanaman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 

tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi 

Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang 

Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada 

Padi Sawah Spesifik Lokasi; 
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16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertanian; 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang 

Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An 

Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 

491); 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang 

Pupuk  Organik, Pupuk Hayati dan 

Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 

Nomor 664); 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang 

Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan 

Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara 

Tahun 2013 Nomor 1055); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

209/PMK.02/2013 tentang Tatacara 

Penyediaan Anggaran, 

Perhitungan,Pembayaran dan 

Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita 

Negara Tahun 2011 Nomor 366); 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan 
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dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk 

Sektor Pertanian; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 

Daerah Provinsi Maluku; 

 

 

Menetapkan 

 

: 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR 

MALUKU NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG 

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN 

TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK 

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 

Pasal I 

 

Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi  Pupuk 

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 pada 

Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 01 Tahun 2015 

tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi  

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 

2015 diubah sebagai berikut : 

1. Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi  Pupuk 

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 

diubah dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan ini. 
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2. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Lampiran 

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 01 Tahun 2015 

tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi  

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 

Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  

 

Pasal   II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. 

 

Ditetapkan  di  Ambon 
pada tanggal 19 Oktober 2015 

 

GUBERNUR  MALUKU, 

  

         Cap/ttd 

 
SAID ASSAGAFF 

 

 

Diundangkan  di  Ambon 

pada tanggal  19 Oktober 2015  

SEKRETARIS DAERAH MALUKU, 

 

       Cap/ttd 

   ROSA FELISTAS FAR-FAR 

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR  41 


